
GUBERNUR DAERAH ISTIMEW A YOG\ AKART A 

PERA TURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEW A YOGY AKAK 1 A 
NOMOR (30 Tllf/UN -2006 

T E N TAN G 

TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
FELAKSANAAN PROGRAM/KEGIA TAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAl:I 

PROVINS! DAERAH ISTIMEW A YOGY AI(ARTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGY AKART A, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakai1 Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi 
Daerah Jstimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Peh,k5anaan 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu ditet2pkan 
Peraturan Guaernur tentang Tnta Cara Pengendalian dan ev2luasi 
Pembangunan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud cialam
huruf a, perh.1 menetapkan P<..:raturan Gubernur Daerah ls.:i111ewa
Yogyakarta tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaiuasi
Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Pi"0vinsi
Dacrah Jstimewa Yogyakarta.

Mengingat        : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daen;h
Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 1abun
1950 sebagaimana telah d;ubah dan ditambah terakhir c!e11gan
Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Per�ncanaan
Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Norn0r 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Per.gganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang PerubahJn Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem�rint1han
Daerah menjadi Undang-undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2001 tentang P�ngdolaan
dan Pertar ggungjawaban Keuangan dalam Pebksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakart� NcnlOl 3
Tahun 2003 L;ntang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Da�rflh jo
Peraturan D«erah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ·
1ahun 2004;



6. Peraturan D 1erah Provinsi Daerah Istimewa Y ogyakarta No1nor 6
Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Pembangumm Daerah
(RENSTRADA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tah11n 2004-

2008;
7. Peraturan Dc1erah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakartc. Nowor 5

Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pemoa."lgunan
Daerah dar. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pemhangunan
Daerah;

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  : PERA TURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN 
DAN EV ALUASI PELAKSANAAN PROGRAMIKEGIATAN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! DAERAH 
ISTIMEWA YOGYAKARTA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimakirnd dengan : 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta; 
Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Y ogyakarta: 
Gubemur adalah Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta; 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogya!cart.a; 
Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah 
pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga 
melaksanakan pengelolaan keuangan; 
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKI'D 
adalah Kepala dinas, lemb2ga teknis daerah, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD 

yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran; 
8. Kepala unit k�rja adalah pejabat di bawah kepala satuan kerja yang bertangg1.;n� jawab

atas pelaksanaan kegiatan tertt'ntu;
9. Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapeda adalah Bapeda Pr0vinsi

Daerah Istimewa Y ogyakarta;
I 0. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa pema!l�auan. 

pengawasan dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin aga,· suatu 
program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan; 



11. Pemantauan adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan pere11canac1n
dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam nmgka
menyusun perencanaan berikutr.ya;

12. Pengawasan adalah pengawasan melekat pada setiap tugas yang menjadi tangg•.mg
jawab kepala SKPD;

13. Tindak lanjut adalah tinriakan yang dilakukan setelah/ketika peiaksanaan pemarit�uan
dan pengawasan berupa koreksi dan atau usulan penyesuaian;

14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpu1kan
realisasi 111asukan, keluaran dan basil terhadap rencana dan standard;

15. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalu� urntan
pilihan, dengan mernperhitungkan sumber daya )'uH1:, l'-1.:>1...uH1 Jl1.l1� uilaksanakan oleh
semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi P ... enrana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Janglrn Mer_�n?.;ah
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Dacrnh,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Sat11an Kerja
Perangkat Daerah;

· 16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegi, tan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinas:kan oleh 
instansi pemerint.:th untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan anggaran yang 
disediakan; 

17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberc:.pa SKPD
sebaJai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdi:i dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya;

18. Hasil adalah sesuatu yang diperoleh dari pelaksanaan suatu program yari� hPnin� hasil
langsung, manfaat, dan dampak;

19. Rencana Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat Renstrada adalah rencana
stratef.is daerah untuk jangka waktu 2004-2008;

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah rencana pembangurnm untul<
periode 5 tahun yang dituanghn dalam dokumen yang telah disyahkan sebagai
dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat Jengan
RPJMD;

21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah rencana pembangunan untuk perioC:e 1
tahun yang dituangkan dalam dokumen yang telah disyahkan sebagai d.:i1<:umen
perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPTD;

22. Anggaran Pendapatfill dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adaloh 3uatu
rencan� keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama 0leh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;

23. Non-APBD adalah anggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerint:ili
Nomor 106 Tahun 2001;

24. Efisien adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu
program/kegiatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan barnng/jas.:.
tersebut yang diukur dengan biaya per unit output;

25. Efektif adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai
basil, manfaat, dan dampak yang diharapkan;

26. Kemanfaatan adalah suatu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluar:m ciapat
diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi, tepat waktu, tepat sasara!l ).



BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) M-ucsud ditetapkannya Peratura11 Gubernur ini adalah untuk menyamakan pol,1 i->iKir,
per:gertian, dan m;mberikan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksaaaan
program/kegiatan pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yar.g
dibiayai dari APBD dan atau non-APBD;

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturrn Gubernur in: adalah untuk mengoptimJl!can
pelaksanaan fungsi pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan d1
setiap SKPD/unit kerja di Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta agar sesuai/s�::ir:is
dengan renca11a yang ditetapkan.

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

(1) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan i11i
berlaku untuk program/kegiatan yang dibiayai dengan APBD dan atau non-APBIJ <.li
Provinsi Daerah Istimewa Y ogyal .arta;

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi ini mencakup pengendalian dan evaluasi teriu�dap
pelaksanaan program/kegiatan pr.mbangunan rencana pembangunan tahunan aa�rah
dan rencan<1. pembangunan jangka menengah daerah;

(3) Yang din,aksud pelaksanaan program/kegiatan pembangunan rencana pembc.ng1.1nan
tahunan ciaerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah ayat (2) Pasa: 1 ini
adalah meliputi pelaksanaan prograrn/kegiatan pembangunan rencana pembangr,nan
tahumL1 daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Ji lingkungan pemeri11!2h
Provinsi

BAB IV 

TATALEMBAGA 

Pasal 4 

(1) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilakukar .)!eh unit kerja yang melaksanakan
fungsi monitoring dan evaluasi pada SKPD;

(2) Kepala SKPD adalah penanggungjawab terhadap pelaporan dan pdaksanaan
pengendalian dan evaluasi;

(3) Kepala Bapeda Bidang Pengendalian adalah penghimpun dan penganalisis laporan
pelaksanaan pengendalian dan evaluasi.



BABV 

TATA KALA 

Pasal S 

(1) Pelaksanaan pengend:tlian dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi
monitoring dan evaluasi pada SK.PD dimulai selambat-lambatnya 2 (dua) bulan set:.!!ah
APBD ditetapkan sampai dengan pelaksanaan APBD/non-APBD berakhir;

(2) Pelaksanaan evaluasi program/kegiatan APBD/non-APBD dilakukan oleh unit ke,ja
yang melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi pada SKPD sekurang-kurangny:1 I
(satu) kali dalam setahun;

(3) Pelaksanaan pengendalian dan ev::iluasi RPJMD dilakukan sekurang-kurangnya 2. (-iua)
kali selama periode RPJMD berlaku.

BAB VI 

T!.TA LAKSANA 

Bagian Pertama 
l>engendalian 

Paragraf 1 

Umum 
Pasal 6 

(1) Pelaksanaar, pengendalian dilakukan dengan terlebih dahulu menelusuri, meng:ikur
dan menilai pelaksanaan program/kegiatan melal11i nPm:ointi:111::m chm pengar1=1�c1n
terhadap realisasi pelaksanaan program/kegiatan ( monitoring ) dan menilai de:igan
menggunakan indikator - indikator yang telah ditetapkan;

(2) Hasil pemantauan, pengamatan dan penilaian dikaji hambatan dao at au
permasalahannya (evaluasi) untuk dirumuskan pemecahannya (tindak lanjut).

Paragraf 2 

Pcmantauan (Monitoring) 
Pasal 7 

Monitoring dilakukan dengan cara menguraikan gambaran secara mendalam t..:i:, .. ...:&1, J�.ta 
rnalisasi pelaksanaan program/kegiatan baik melalui klarifikasi dalam forum komuaih.si 
dua arah, maupun melalui peninjauan langsung terhadap kegiatan yang sedang dan alau 
yang telah sel.!sai. 



Pasal 8 

Monitoring dilakukan dengan tahapan sebagai berikut 

1. menentukan materi/aspek yang akan dimonitor, disusun dalam bentuk check list;
2. mengumpulkan data laporan pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikau Gt.:cara

rutin dari pelaksana program/kegiatan;
3. melakukan forum komunikasi untuk pendalaman / klarifikasi materi lapora.'1 dan atau

checking lokasi;
4. menyusun laporan hasil monitoring.

Parngraf 3 

Tindak Lanjut hasil monitoring 

Pasal 9 

(1) Tindak Lanjut hasil monitoring berupa rekomendasi yang dikaf Sf'telah
memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi yang ada dan ditujukan untuk
menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan yang dit�tapkl:1.11;

(2) Rekomendasi ser,erti yang dimaksud seperti pada ayat ( 1) pasal ini, dapat
dipergunakan sebagai masukan bagi satuan kcrja yang ir.elakukan fungsi penv,ewasa.t'\.

Bagian Kcdua 

Evaluasi 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 10 

(1) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan mengolah data hasil dan manfaa: setelah
pelaksanaan program/kegiatan sedang berjalan dan setelah i:eJa�s;:maan
program/kegiatan selesai, berdasarkan pada target dan sasaran jangka pendek cb1. atc1u
jangka panjang yang ditetapkan, untuk menilai sejauh mana kegiatan :-,ang tela11
diiaksanakan mampu rr,encapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;

(2) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan rencana  pembangunan � ... :.unan dan 1encana 
pembangunan jangka menen31h untuk menilai tingkat efisiensi, efektifita:.;, manfaat, 
dampak dan keberlanjutan dari suatu progranvkegiatan; 

(3) Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan mencakup eHluasi
pelaksanaan Rencana kerja SK.PD;

(4) Evaluasi dilakukan berdasark.an sumberdaya yang digunakan serta ind1b1t::>r dan
sas.iran kinerja keluaran kegiatan, serta indikator dan sasaran kinerja kehiarau dan
hasil program;



(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah me!1cakup 
evaluasi pelaksanaan RP JMD SKPD; 
Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah seku,·ang­
kurangnya I (satu) kali dan selambat-lambatnya satu tahun sebelum bf!rakhi,·nya 
periode rencana; 
Evaluasi pelaksanaan RPJMD SKPD dilaksanakan berdasarkan sumberdaya yang 
digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan serta indikatc,r 
dan sasaran kinerja keluaran hasil untuk program; 
Evaluasi dilaksa11akan secara sistematis, obyektif Jan transparan. 

Paragraf 2 

Tahapan Evaluasi 

Pasal 11 

Evaluasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

I. Menetapkan aspek teknis, manajerial, administrasi serta ekonomi sebagai sasarrn /
target yang akan dievaluasi;

2. Menganalisis laporan hasil monitoring pelaksanaan program/ kegiatan denga,1
menggunakan parameter yang disepakati;

3. Menyusu11 rekomendasi dan alternatif penyelP-saiannya;
4. Mempresentasikan dan membahas hasil analisis.

Pasal 12 

Evaluasi pelaksanaan program/kegi&tm tahunan, 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Pimpinan SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan Renja SK.PD periode sebelum�1ya; 
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan terhadap pencapaian s::i.:;c1ran 
masukan dan keluaran dari masing-masing kegiatan; 
Hasil evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) digunakan untuk memperkit'akan 
pencapaian sasaran hasil program; 
Kepaia Bapeda Provinsi melr kukan evaluasi pelaksanaan RKPD Provins1 i:;er;ode 
sebelurnnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SK.PD Provinsi; 
Kepala Bapeda Provinsi menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Pr0 vinsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) untuk penyusunan HK.PD Provin:,i �ahun 
berikutnya dan penyusunan laporan kine1ja pcmerintah Provinsi dalam :·apgka 
persiapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 



Pasal 13 

Evaluasi pelaksanaan program jangka menengah daerah, 

1. Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra-SKPD periode sebelwnnya;
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencapaian h�5il

dan masing-masing program yang ada dalam Renstra SKPD;
:,. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada G�b�rnur 

melalui Kepala Bapeda paling .ambat 2 (dua) bulan sebelurn RPJMD berakhir; 
4. Kepala Bapeda Provinsi melakukan ev�lnasi pel:u:sanaan RPJMD dengan

menggunakan hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (3); 
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan scbagc:1i bahan

penyusunan RPJMD tahun berikutnya;

Paragraf 3 
Tindak Lanjut 

Pasal 14 

(1) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan tahunan menjadi acuan dr-.lam
penyusunan program/kegiatan tahun berikutnya;

(2) Berdasarkan indikasi pencapaian sasaran program sebagimana dimaksud pad a Pasa! 10
ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2), KepaJa SKPD dapat mengajukan usulan pcrubal1an
program;

(3) Kepala SKPD dapat mengajuk111 usulan perubahan program sebagaimana dimai�sud
pada ayat (1) kepada Gubernur melalui l(epala Bapeda Provinsi Cq. Bid�g
Pengendalian .

(1) 

(2) 

BAB VII 

PELAPORAN 

Pasal 15 

Tata cara pelaporan mengacu pada Bab IX Peraturan Gubernur Daerah Isti-newa 
Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2005 beserta lampirannya kecuali ada perubahan 
terhadap Pasal 24 dan Pasal 25 r.uruf d; 
Perubahan yang dimaksudkan pada ayat ( 1) di atas adalah bahwa Laµoran 
Bulanan/Triwulan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja pada Pasal 24 <lan 
L1poran Kinerja Bulanan Pas<1.l 25 huruf d tersebut, oleh Unit Kerja/ UPT?,Bal�i
di�ampaikan kepad, Kepala SKPD/Instansi lnduk yang bersangkutan Cq. Un1t Ke1Ja 
yang melakukan fungsi monitoring dan evaluasi. 



BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 16 

(1) Masyarakat berhak melaporkan kegiatan dan atau program yang dianggap ti,fak se::mai
den5an rencana yang telah ditetapkan melalui saluran yang tersedia;

(2) Pemerintah wajib menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang disertai dengun data
dan informasi yang akurat.

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 

Tatacara dM mekanisme pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan programikegiatan 
yang bersifat spesifik atau khusus diatur secara tersendiri. 

BABX 

PENUTUP 

Pasal 18 

Segala ketentuan yang mengatur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan 
yang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dinyatakan tetap berlaku. 

Pasal 19 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturnan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Y ogyakarta . 



Diundangkan di Y ogyakarta 
pada tanggal .f?O NoJ>cmGER �(.;06 

-
-
. r 

HA�AJ! M.Sc. 
ti 

B£RITA DAERAH PROVINS! DAEilAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006 
NOMOR : � 9 SERI -
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